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ABSTRACT 

The development of artificial intelligence (AI) in education presents 
opportunities for learning transformation while simultaneously creating 
challenges related to regulation, ethics, and institutional readiness. This study 
aims to analyze Indonesian education policy in the era of AI, focusing on the 
relationship between regulatory frameworks, ethical governance, and 
institutional readiness in implementing AI technologies. This study employs a 
qualitative approach using policy analysis methods. The research data sources 
consist of national policy documents, regulations related to AI and education, 
reports from international organizations, and relevant scientific literature. The 
data were analyzed using thematic analysis through processes of identification, 
categorization, interpretation, and synthesis of findings based on the research 
focus. The results indicate that Indonesian AI education policies have developed 
through the formulation of regulations and implementation guidelines; 
however, gaps remain between national policy directions and the readiness of 
educational institutions. The main challenges include strengthening 
operational regulations, implementing AI ethical principles, and improving 
human resource capacity and digital infrastructure. This study concludes that 
successful AI implementation in education requires integrated governance 
involving policy, ethics, and institutional readiness to ensure that technology 
utilization is safe, inclusive, and sustainable. 

Keywords: Artificial Intelligence; Education Policy; AI Governance; Ethical 
Challenges; Institutional Readiness. 

A. Pendahuluan 

Perkembangan artificial intelligence (AI), terutama AI generatif, telah mengubah lanskap 

pendidikan melalui kemampuannya mendukung personalisasi pembelajaran, penyusunan materi, 

asesmen, analisis data, hingga efisiensi pekerjaan pendidik (Amalia dkk., 2024). Perubahan ini 

menempatkan AI tidak lagi sekadar sebagai perangkat teknologi, melainkan sebagai isu kebijakan 

pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum, kompetensi pendidik, tata kelola data, integritas 

akademik, kesetaraan akses, dan perlindungan peserta didik. OECD melalui TALIS 2024 menunjukkan 

bahwa sekitar sepertiga guru pada sistem pendidikan yang disurvei telah menggunakan AI dalam 

pekerjaan mereka; di antara guru pengguna AI, 68% memanfaatkannya untuk mempelajari atau 

merangkum suatu topik dan 64% untuk menghasilkan rencana pembelajaran atau aktivitas belajar 

(OECD, 2024). Dalam konteks Indonesia, transformasi tersebut mulai memperoleh legitimasi 

kebijakan melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang memasukkan Koding dan 

Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026, 

serta Kepmendikdasmen Nomor 127/P/2025 sebagai pedoman implementasinya (Paudpedia, 2025). 

Pada Maret 2026, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pemanfaatan 

dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada seluruh jalur pendidikan untuk 

mendorong pemanfaatan teknologi secara etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab. 
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Pada tingkat empiris, adopsi AI dalam pendidikan Indonesia memperlihatkan perkembangan 

yang cukup cepat, namun berlangsung dalam kondisi kesiapan yang belum seragam. Survei nasional 

terhadap 349 guru jenjang pendidikan dasar dan menengah pada 2026 menunjukkan bahwa AI telah 

digunakan untuk mendukung pedagogi, pengembangan materi, asesmen, perencanaan pembelajaran, 

dan pembuatan media, meskipun tingkat penggunaannya berbeda menurut jenjang, wilayah, dan 

karakteristik guru. Penelitian tersebut juga menemukan kendala berupa keluaran AI yang masih 

bersifat generik, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesesuaian sistem AI dengan konteks 

kelas di Indonesia (Permana dkk., 2026). Kesenjangan kesiapan tersebut menjadi semakin relevan 

apabila ditempatkan dalam konteks infrastruktur digital nasional. Hasil AI Readiness Assessment 

UNESCO menunjukkan bahwa pada 2023 sekitar 69,2% penduduk Indonesia menggunakan internet 

dan masih terdapat persoalan kesenjangan digital, keamanan siber, pengembangan talenta, serta 

kapasitas riset yang perlu diperkuat. Bahkan pemerintah sendiri menempatkan fleksibilitas sebagai 

prinsip implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial karena penerapannya harus menyesuaikan 

kesiapan guru, sarana-prasarana, dukungan pemerintah daerah, karakteristik peserta didik, dan 

kondisi masing-masing satuan pendidikan. Hadirnya kebijakan AI belum secara otomatis 

menunjukkan bahwa seluruh institusi pendidikan memiliki kapasitas yang setara untuk 

menerjemahkannya ke dalam praktik pendidikan. 

Persoalan tersebut memiliki urgensi karena pemanfaatan AI tanpa kerangka tata kelola dan 

kapasitas institusional yang memadai dapat menghasilkan konsekuensi yang melampaui persoalan 

teknis. AI generatif membawa isu mengenai privasi dan keamanan data peserta didik, bias algoritmik, 

transparansi sumber informasi, halusinasi atau ketidakakuratan keluaran AI, hak cipta, 

ketergantungan teknologi, serta integritas akademik (Diktiristek, 2024). OECD menemukan bahwa 

tujuh dari sepuluh guru yang disurvei menilai AI berpotensi memungkinkan peserta didik 

menampilkan karya orang lain sebagai karya sendiri, sedangkan sekitar empat dari sepuluh guru 

mengkhawatirkan penguatan bias, miskonsepsi, serta risiko terhadap privasi dan keamanan data. 

UNESCO juga menegaskan perlunya pendekatan yang berpusat pada manusia (human-centred 

approach) agar penggunaan AI dalam pendidikan tetap menjaga agensi manusia, hak peserta didik, 

inklusivitas, serta tujuan pendidikan itu sendiri (Salsabila, 2026). Apabila persoalan tersebut tidak 

dikelola secara sistematis, kesenjangan antara sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki kapasitas 

teknologi tinggi dengan institusi yang memiliki sumber daya terbatas berpotensi semakin melebar, 

sementara penggunaan AI secara tidak kritis dapat menggeser proses pembelajaran dar i aktivitas 

membangun pengetahuan menjadi sekadar menghasilkan jawaban secara cepat. Oleh sebab itu, 

persoalan AI dalam pendidikan perlu dipahami sebagai persoalan tata kelola kebijakan, bukan semata-

mata sebagai persoalan adopsi teknologi. 

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan tata kelola kebijakan pendidikan 

berbasis AI sebagai objek formal yang dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu koherensi regulasi, 

tata kelola etika, dan kesiapan institusi pendidikan. Dimensi regulasi diarahkan untuk menganalisis 

keselarasan antara kebijakan pendidikan, perlindungan data, pedoman etika AI, serta regulasi nasional 

yang sedang berkembang. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Pelindungan Data Pribadi dan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika 

Kecerdasan Artifisial (K. Komunikasi & Indonesia, 2022), yang memuat prinsip kehati-hatian, 

keselamatan, akuntabilitas, dan penggunaan AI secara etis (S. E. M. Komunikasi & Nomor, 2023). 

Namun, dokumen resmi Komdigi menunjukkan bahwa sampai 2026 pemerintah masih menyusun 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026-2029 dan 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial, sehingga penguatan kerangka 

hukum AI masih berlangsung. Dimensi etika dalam penelitian ini mencakup prinsip transparansi, 
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keadilan, akuntabilitas, privasi, keamanan, integritas akademik, dan penguatan agensi manusia. 

Adapun kesiapan institusi meliputi kepemimpinan digital, kompetensi AI pendidik, infrastruktur, 

kebijakan internal, sistem dukungan, dan kemampuan institusi mengelola risiko. Kerangka tersebut 

sejalan dengan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology serta AI Competency Framework for 

Teachers, yang menempatkan pola pikir berpusat pada manusia, etika AI, fondasi dan aplikasi AI, 

pedagogi AI, serta penggunaan AI untuk pengembangan profesional sebagai komponen penting 

kesiapan pendidikan di era AI (Aulia dkk., 2025). 

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan dasar empiris mengenai pemanfaatan dan tata 

kelola AI dalam pendidikan Indonesia. Harsanti dkk., (2025), misalnya, menganalisis intensi guru 

Indonesia dalam menggunakan AI di sekolah dan menempatkan kepemimpinan digital, kesiapan 

digital, serta persepsi kegunaan sebagai faktor penting dalam proses penerimaan teknologi. Pada 

konteks pendidikan tinggi, Barus et al. (2025) melalui survei dan wawancara terhadap mahasiswa 

menemukan adanya dukungan terhadap integrasi AI generatif ke dalam kurikulum, disertai tuntutan 

akan pedoman penggunaan yang jelas, pelatihan etika, mekanisme pengendalian penyalahgunaan, 

serta perlindungan terhadap integritas akademik. Studi lain terhadap 292 mahasiswa Indonesia 

menunjukkan bahwa penggunaan AI generatif dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja 

belajar, dengan literasi AI dan kesadaran etis memainkan peran penting dalam memaksimalkan 

manfaat teknologi tersebut. Sementara itu, Junaidi dkk., (2026) memperluas pemahaman mengenai 

perspektif guru dengan menunjukkan bahwa pemanfaatan AI telah berlangsung dalam praktik kelas, 

namun tetap dibatasi oleh persoalan infrastruktur, konteks lokal, dan kualitas keluaran teknologi. 

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan integrasi AI sangat 

berkaitan dengan literasi pengguna, dukungan institusional, tata kelola etis, dan kesiapan sumber daya 

pendidikan. 

Meskipun demikian, literatur yang berkembang masih cenderung membahas elemen-elemen 

tersebut secara terpisah. Sejumlah penelitian berfokus pada penerimaan teknologi dan kesiapan guru, 

sebagian lain menelaah persepsi mahasiswa, penggunaan AI dalam pembelajaran, integritas akademik, 

atau persoalan etika pada tingkat institusi tertentu. Pada saat yang sama, lanskap kebijakan Indonesia 

berubah cukup cepat melalui integrasi Koding dan Kecerdasan Artifisial ke dalam kurikulum, 

penerbitan pedoman implementasi, hadirnya pedoman nasional pemanfaatan teknologi digital dan AI 

pada 2026, serta proses penyusunan regulasi AI nasional yang lebih kuat (Komdigi, 2025). 

Berdasarkan sintesis tersebut, masih diperlukan kajian yang menghubungkan substansi kebijakan, 

prinsip etika, dan kapasitas implementasi institusi pendidikan dalam satu kerangka analisis yang 

terpadu. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kebijakan pendidikan AI melalui perspektif tiga 

lapis, yaitu regulatory coherence, ethical governance, dan institutional readiness. Pendekatan tersebut 

memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah AI digunakan dalam pendidikan, 

melainkan menilai sejauh mana kebijakan yang tersedia memiliki kejelasan, konsistensi, mekanisme 

perlindungan, serta dukungan institusional yang diperlukan agar implementasi AI berlangsung 

inklusif, aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan karakteristik pendidikan Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan 

Indonesia dalam merespons perkembangan artificial intelligence dengan menelaah tantangan regulasi, 

persoalan etika, serta kesiapan institusi pendidikan dalam mengimplementasikan AI. Secara khusus, 

penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: bagaimana perkembangan dan 

koherensi kerangka regulasi penggunaan AI dalam pendidikan Indonesia; bagaimana prinsip dan 

persoalan etika diakomodasi dalam kebijakan pendidikan berbasis AI; serta sejauh mana institusi 

pendidikan memiliki kesiapan sumber daya manusia, kepemimpinan, infrastruktur, tata kelola, dan 

mekanisme mitigasi risiko untuk menerapkan kebijakan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini 
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diharapkan memperkaya kajian kebijakan pendidikan digital dengan mengintegrasikan perspektif tata 

kelola teknologi, etika AI, dan kesiapan institusional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, perguruan 

tinggi, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam merumuskan kebijakan AI yang lebih koheren, 

adaptif, berorientasi pada manusia, serta mampu menjembatani percepatan inovasi teknologi dengan 

perlindungan hak, kualitas pembelajaran, dan pemerataan pendidikan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Artificial Intelligence dalam Pendidikan 

Artificial Intelligence (AI) dalam konteks pendidikan merupakan penerapan teknologi komputasi 

yang memungkinkan sistem melakukan proses yang selama ini berkaitan dengan kemampuan kognitif 

manusia, seperti memahami informasi, mengenali pola, menghasilkan prediksi, memberikan 

rekomendasi, serta menghasilkan konten pembelajaran. Menurut Rustiyana dkk., (2025), AI 

merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan 

tindakan secara rasional berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam bidang pendidikan, AI tidak 

hanya dipahami sebagai perangkat teknologi, melainkan sebagai ekosistem yang menghubungkan 

algoritma, data, manusia, dan proses pedagogis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Makruf, 

(2026) menjelaskan bahwa AI dalam pendidikan Artificial Intelligence in Education (AIED) mencakup 

penggunaan teknologi cerdas untuk mendukung pengajaran, pembelajaran, asesmen, administrasi 

pendidikan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Purwowidodo & Safi’i, (2025) menegaskan 

bahwa pemanfaatan AI pendidikan harus ditempatkan dalam kerangka human-centred approach, 

yaitu teknologi yang memperkuat kapasitas manusia, menjaga nilai kemanusiaan, dan mendukung 

tujuan pendidikan yang inklusif. 

Konsep AI dalam pendidikan memiliki beberapa dimensi utama yang menjadi dasar 

implementasinya. Pertama, dimensi teknologi yang mencakup kemampuan sistem AI dalam 

pengolahan data, pembelajaran mesin (machine learning), pemrosesan bahasa alami (natural language 

processing), serta AI generatif yang mampu menghasilkan teks, gambar, maupun materi pembelajaran. 

Kedua, dimensi pedagogis yang berkaitan dengan bagaimana AI digunakan untuk personalisasi 

pembelajaran, pemberian umpan balik otomatis, pengembangan media pembelajaran, dan dukungan 

terhadap strategi mengajar guru. Ketiga, dimensi tata kelola yang meliputi keamanan data, 

transparansi algoritma, akuntabilitas penggunaan teknologi, dan perlindungan hak peserta didik 

(Rustiyana dkk., 2026). UNESCO, (2024) melalui AI Competency Framework for Teachers menjelaskan 

bahwa kompetensi AI pendidik mencakup pemahaman terhadap konsep AI, penggunaan AI secara etis, 

kemampuan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, serta kemampuan 

mengevaluasi dampak penggunaan AI terhadap peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan 

implementasi AI dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, melainkan juga 

oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendidikan yang mendukungnya. 

2. Konsep Tata Kelola Kebijakan Pendidikan Berbasis Artificial Intelligence 

Tata kelola kebijakan pendidikan berbasis AI merupakan pendekatan yang melihat 

implementasi teknologi AI sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang membutuhkan regulasi, 

mekanisme pengendalian, prinsip etika, serta kesiapan institusi. Menurut Herdiana, (2025), kebijakan 

publik merupakan pilihan pemerintah mengenai tindakan atau keputusan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kebijakan AI tidak hanya 

berkaitan dengan keputusan untuk mengadopsi teknologi, tetapi juga mencakup bagaimana 

pemerintah dan institusi pendidikan mengatur arah penggunaan teknologi agar selaras dengan tujuan 

pendidikan nasional. Berdasarkan perspektif technology governance, Abdurrohim dkk., (2026) 

menjelaskan bahwa tata kelola AI harus memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, tanggung 
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jawab, keamanan, dan kebermanfaatan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan AI dapat 

dipahami sebagai seperangkat aturan, strategi, dan mekanisme kelembagaan yang mengarahkan 

penggunaan AI secara efektif, aman, dan bertanggung jawab dalam lingkungan pendidikan. 

Dalam implementasinya, tata kelola kebijakan AI pendidikan terdiri atas beberapa komponen 

utama. Pertama, aspek regulasi yang mencakup keberadaan kebijakan nasional, pedoman 

implementasi, standar penggunaan teknologi, serta mekanisme perlindungan data. Kedua, aspek etika 

yang meliputi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, privasi, keamanan, dan penghormatan 

terhadap hak peserta didik. Ketiga, aspek kesiapan institusi yang mencakup kepemimpinan digital, 

kompetensi guru, kesiapan infrastruktur, budaya organisasi, serta kemampuan melakukan evaluasi 

risiko teknologi. Model kesiapan AI UNESCO melalui AI Readiness Assessment Methodology 

menempatkan kapasitas kebijakan, infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, serta 

mekanisme tata kelola sebagai elemen penting dalam menilai kesiapan suatu negara dalam 

mengadopsi AI (UNESCO, 2024). Dalam konteks pendidikan Indonesia, pendekatan ini relevan karena 

implementasi kebijakan AI membutuhkan hubungan yang selaras antara kebijakan pemerintah, 

kapasitas satuan pendidikan, dan kemampuan pendidik dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke 

dalam praktik pembelajaran. 

3. Hubungan Antarvariabel/Kerangka Konseptual 

Hubungan antara artificial intelligence dalam pendidikan dan tata kelola kebijakan pendidikan 

berbasis AI menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh kualitas kebijakan yang mengatur pemanfaatan teknologi tersebut. AI memiliki potensi besar 

dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui personalisasi materi, efisiensi administrasi, dan 

dukungan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan 

apabila terdapat regulasi yang jelas, kesiapan institusi, serta mekanisme etika yang mampu 

mengendalikan risiko penggunaan teknologi. Lumapow dkk., (2026) menjelaskan bahwa teknologi 

pendidikan tidak pernah bersifat netral karena selalu berhubungan dengan pilihan kebijakan, nilai 

sosial, dan kepentingan institusional. Oleh sebab itu, analisis AI dalam pendidikan perlu ditempatkan 

dalam perspektif kebijakan agar teknologi tidak hanya dinilai dari aspek kemampuan teknis, tetapi 

juga dari dampaknya terhadap kualitas, keadilan, dan keberlanjutan pendidikan. 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan antara kesiapan kebijakan, 

kompetensi pengguna, dan keberhasilan implementasi AI pendidikan. Harsanti dkk., (2025) 

menemukan bahwa kepemimpinan digital, kesiapan digital, dan persepsi manfaat teknologi memiliki 

pengaruh terhadap intensi guru Indonesia dalam menggunakan AI di sekolah. Penelitian Barus et al. 

(2025) menunjukkan bahwa mahasiswa mendukung integrasi AI dalam pendidikan tinggi, namun 

membutuhkan pedoman penggunaan, penguatan etika akademik, serta mekanisme pengendalian 

penyalahgunaan teknologi. Sementara itu, Junaidi dkk., (2026) menemukan bahwa penggunaan AI 

oleh guru di Indonesia telah berkembang dalam berbagai aktivitas pembelajaran, tetapi masih 

menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, kemampuan literasi AI, dan kesesuaian 

teknologi dengan konteks lokal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi AI pendidikan 

merupakan proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara teknologi, manusia, organisasi, 

dan kebijakan. 

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual bahwa 

implementasi AI dalam pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu regulasi 

kebijakan, tata kelola etika, dan kesiapan institusi pendidikan. Regulasi berfungsi memberikan arah, 

batasan, serta kepastian dalam penggunaan AI; tata kelola etika berfungsi memastikan bahwa 

penggunaan teknologi tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, keamanan, dan keadilan; sedangkan 

kesiapan institusi menentukan kemampuan organisasi pendidikan dalam menerapkan kebijakan 
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secara efektif. Kerangka konseptual penelitian ini memandang bahwa keberhasilan kebijakan 

pendidikan berbasis AI tidak cukup diukur melalui tingkat adopsi teknologi, melainkan melalui 

kemampuan sistem pendidikan dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab, inklusif, 

dan berkelanjutan. Dalam penelitian kualitatif, hubungan tersebut menjadi proposisi analisis bahwa 

semakin kuat keterpaduan antara regulasi, etika, dan kesiapan institusi, maka semakin besar peluang 

implementasi AI pendidikan berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan 

(policy analysis) untuk mengkaji kebijakan pendidikan Indonesia dalam menghadapi perkembangan 

artificial intelligence (AI) (Ansari & Arifin, 2026), khususnya terkait aspek regulasi, etika, dan kesiapan 

institusi pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam 

terhadap konstruksi kebijakan, mekanisme implementasi, serta kesenjangan antara kebijakan yang 

dirumuskan dan kondisi penerapan di lingkungan pendidikan. Konteks penelitian mencakup kebijakan 

pendidikan nasional terkait pemanfaatan AI, seperti regulasi mengenai koding dan kecerdasan 

artifisial, pedoman pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, regulasi perlindungan data 

pribadi, serta dokumen kebijakan dan pedoman etika AI yang relevan. Sumber data penelitian terdiri 

atas dokumen kebijakan resmi pemerintah (Rokhamah dkk., 2024), laporan lembaga internasional, 

publikasi ilmiah, serta informasi empiris dari pemangku kepentingan pendidikan yang memiliki 

keterkaitan dengan implementasi AI. 

Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan 

informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau 

keterlibatan langsung dalam kebijakan dan implementasi AI di bidang pendidikan. Informan penelitian 

dapat mencakup pembuat kebijakan pendidikan, pengelola institusi pendidikan, pendidik, tenaga 

kependidikan, serta praktisi teknologi pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi 

dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan analisis terhadap dokumen kebijakan. Instrumen 

penelitian berupa pedoman analisis dokumen dan panduan wawancara yang dikembangkan 

berdasarkan tiga fokus utama penelitian, yaitu (1) koherensi dan kesiapan regulasi AI pendidikan, (2) 

prinsip dan mekanisme tata kelola etika AI, serta (3) kesiapan institusi pendidikan dalam 

implementasi AI (Rosmita dkk., 2024). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan 

metode dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen, hasil wawancara, dan literatur 

ilmiah yang relevan. Keabsahan data juga diperkuat melalui member checking kepada informan untuk 

memastikan kesesuaian interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh. 

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, (2014) yang 

meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data 

dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan antara kebijakan 

AI pendidikan dengan kesiapan implementasinya di institusi pendidikan. Proses analisis diarahkan 

pada pembentukan pemahaman mengenai bagaimana regulasi, prinsip etika, dan kapasitas 

kelembagaan saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan implementasi AI pendidikan di 

Indonesia. Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan 

identitas informan, memperoleh persetujuan partisipasi (informed consent) sebelum pengumpulan 

data, serta memastikan bahwa penggunaan data hanya dilakukan untuk kepentingan akademik. 

Apabila penelitian melibatkan data institusional atau wawancara langsung dengan individu, proses 

penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur persetujuan etik yang berlaku pada institusi penelitian. 
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D. Hasil dan Pembahasan 

1. Regulasi Kebijakan Pendidikan AI di Indonesia: Antara Percepatan Inovasi dan Kesiapan 

Tata Kelola 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia dalam merespons 

perkembangan artificial intelligence (AI) telah mengalami pergeseran dari tahap pengenalan teknologi 

menuju tahap pengaturan implementasi. Pemerintah mulai membangun kerangka kebijakan melalui 

integrasi Koding dan Kecerdasan Artifisial dalam sistem pendidikan, penyusunan pedoman 

pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan prinsip etika dalam penggunaan AI (Rahmawati dkk., 

2025). Analisis dokumen menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional menempatkan AI sebagai 

kompetensi baru yang perlu diperkenalkan kepada peserta didik, sekaligus sebagai instrumen 

pendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, hasil kajian juga menunjukkan adanya 

tantangan berupa belum sepenuhnya terintegrasinya aspek regulasi, mekanisme pengawasan, dan 

standar operasional penggunaan AI di berbagai jenjang pendidikan. 

Berdasarkan analisis dokumen kebijakan dan literatur pendukung, ditemukan beberapa aspek 

utama dalam regulasi AI pendidikan Indonesia sebagai berikut: 

No. Indikator/Aspek Hasil Keterangan 

1 Kebijakan integrasi 

AI dalam 

pendidikan 

Tersedia kebijakan 

Koding dan Kecerdasan 

Artifisial 

Menunjukkan komitmen pemerintah 

terhadap transformasi digital 

pendidikan 

2 Regulasi etika dan 

keamanan 

penggunaan AI 

Tersedia pedoman etika 

AI dan perlindungan 

data pribadi 

Masih membutuhkan aturan sektoral 

khusus pendidikan 

3 Mekanisme 

implementasi 

institusi pendidikan 

Implementasi dilakukan 

secara bertahap dan 

fleksibel 

Bergantung pada kesiapan sekolah, 

guru, dan infrastruktur 

Table 1. Aspek Regulasi Kebijakan AI dalam Pendidikan Indonesia 

Interpretasi terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi awal 

dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis AI, terutama melalui kebijakan yang memberikan 

legitimasi terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, keberadaan kebijakan 

makro belum sepenuhnya menjamin kesiapan implementasi pada tingkat institusi pendidikan. Pola 

yang terlihat menunjukkan adanya kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dengan 

kemampuan regulasi dalam memberikan panduan teknis yang rinci. Dengan kata lain, tantangan 

utama bukan lagi sekadar penerimaan terhadap AI, melainkan bagaimana memastikan teknologi 

tersebut digunakan secara aman, adil, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif technology governance yang dikemukakan 

Nurhidayanti, (2025), bahwa teknologi AI membutuhkan tata kelola yang mengintegrasikan aspek 

inovasi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan nilai kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan, 

regulasi AI tidak cukup hanya mengatur penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga harus mengatur 

hubungan antara teknologi, pendidik, peserta didik, dan institusi. Pendekatan human-centred AI dari 

UNESCO, (2024) memperkuat pandangan bahwa kebijakan AI harus memastikan teknologi berfungsi 

sebagai pendukung kemampuan manusia, bukan menggantikan peran manusia dalam proses 

pendidikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harsanti dkk., (2025) yang menemukan bahwa 

kepemimpinan digital dan kesiapan organisasi menjadi faktor penting dalam penerimaan AI oleh guru 

Indonesia. Temuan penelitian ini juga memperkuat kajian UNESCO, (2024) yang menyatakan bahwa 

keberhasilan transformasi AI dalam pendidikan sangat bergantung pada keberadaan kebijakan yang 
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jelas, pengembangan kompetensi pendidik, serta mekanisme tata kelola yang bertanggung jawab. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis yang lebih luas 

karena tidak hanya melihat penerimaan teknologi, tetapi juga menghubungkan aspek regulasi dengan 

etika dan kesiapan institusional. 

Munculnya berbagai kendala regulasi dapat dipengaruhi oleh karakteristik perkembangan AI 

yang sangat cepat dibandingkan siklus pembentukan kebijakan publik. Regulasi pendidikan umumnya 

membutuhkan proses perumusan, konsultasi, dan implementasi yang panjang, sedangkan teknologi AI 

mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat (Djatmiko, 2023). Selain itu, keberagaman 

kondisi institusi pendidikan Indonesia menyebabkan kebijakan nasional menghadapi tantangan ketika 

diterapkan pada sekolah dengan kapasitas sumber daya yang berbeda. Perbedaan akses infrastruktur 

digital, kompetensi guru, dan dukungan kelembagaan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas 

implementasi kebijakan AI. 

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan AI pendidikan Indonesia 

perlu diarahkan pada penguatan regulasi yang lebih operasional. Pemerintah tidak hanya perlu 

menyediakan kebijakan pengenalan AI, tetapi juga standar implementasi, panduan keamanan data, 

mekanisme evaluasi, serta strategi peningkatan kapasitas institusi pendidikan. Secara teoritis, hasil 

penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan teknologi pendidikan harus dianalisis sebagai 

proses tata kelola yang melibatkan hubungan antara teknologi, manusia, dan institusi. Secara praktis, 

temuan ini memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan AI pendidikan yang lebih adaptif dan 

kontekstual. 

2. Tantangan Etika dalam Pemanfaatan AI pada Lingkungan Pendidikan 

Hasil analisis terhadap aspek etika menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan 

Indonesia menghadirkan peluang besar sekaligus risiko yang membutuhkan mekanisme 

pengendalian. Data penelitian menunjukkan bahwa isu etika utama yang muncul berkaitan dengan 

perlindungan data peserta didik, transparansi penggunaan algoritma, akurasi informasi yang 

dihasilkan AI, potensi plagiarisme, serta perubahan pola interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

Meskipun kebijakan nasional telah mulai memasukkan prinsip penggunaan AI yang aman dan 

bertanggung jawab, penerapan prinsip tersebut pada tingkat institusi pendidikan masih 

membutuhkan penguatan. 

Pengguna pendidikan memahami manfaat AI dalam membantu proses pembelajaran, namun 

masih terdapat kekhawatiran terhadap penggunaan teknologi tanpa batasan yang jelas. Berdasarkan 

sintesis literatur, ditemukan pola sebagai berikut; 
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Gambar tersebut di atas, menunjukkan bahwa tantangan etika pemanfaatan AI dalam 

pendidikan berasal dari tiga kelompok utama, yaitu perlindungan data dan privasi, integritas 

akademik, serta transparansi sistem AI. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan dapat 

memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap penggunaan AI dalam lingkungan pendidikan. Oleh 

karena itu, diperlukan tata kelola AI yang berorientasi pada prinsip human-centered AI agar 

pemanfaatan teknologi tetap mendukung tujuan pendidikan tanpa mengurangi peran manusia, 

menjaga hak peserta didik, dan memastikan proses pembelajaran berlangsung secara adil serta 

bertanggung jawab. 

Penelitian ini sesuai dengan konsep responsible AI governance yang dikembangkan 

(Nurhidayanti, 2025), yang menempatkan transparansi, keadilan, non-maleficence, tanggung jawab, 

dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pengembangan AI. Dalam pendidikan, prinsip tersebut 

memiliki relevansi yang lebih besar karena peserta didik merupakan kelompok yang membutuhkan 

perlindungan khusus. UNESCO (2023) juga menekankan bahwa AI pendidikan harus tetap menjaga 

hak peserta didik, menghindari diskriminasi algoritmik, dan memastikan keputusan pendidikan tetap 

berada dalam kendali manusia. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Barus et al. (2025) yang menemukan bahwa 

mahasiswa mendukung penggunaan AI generatif, namun membutuhkan pedoman etika yang jelas 

untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Temuan ini juga sejalan dengan laporan OECD (2025) 

yang menunjukkan bahwa guru memiliki perhatian besar terhadap risiko AI terkait integritas 

akademik, bias, dan keamanan data. Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan 

menunjukkan bahwa persoalan etika tidak hanya menjadi tanggung jawab pengguna AI, tetapi juga 

menjadi bagian penting dari desain kebijakan pendidikan. 

Permasalahan etika AI dalam pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya 

literasi AI, belum meratanya pemahaman tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, 

serta belum tersedianya kebijakan internal di banyak institusi pendidikan. Guru dan peserta didik 

sering kali menjadi pengguna akhir teknologi tanpa memiliki pemahaman mendalam mengenai 

bagaimana sistem AI bekerja dan bagaimana risiko yang muncul dapat dikendalikan (Nirmala, 2025). 

Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan AI lebih banyak berorientasi pada kemudahan praktis 

dibandingkan pertimbangan pedagogis dan etis. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan AI yang tidak hanya 

berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran etika. Institusi pendidikan 

perlu mengembangkan pedoman penggunaan AI internal, meningkatkan literasi AI bagi guru dan 

peserta didik, serta membangun budaya akademik yang menempatkan AI sebagai alat pendukung 

pembelajaran. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa dimensi etika merupakan 

komponen utama dalam keberhasilan kebijakan AI pendidikan, bukan sekadar aspek tambahan dalam 

implementasi teknologi. 

3. Kesiapan Institusi Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan AI 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan institusi pendidikan menjadi faktor penentu dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan AI di Indonesia. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa 

terdapat variasi kesiapan antar lembaga pendidikan dalam aspek infrastruktur digital, kompetensi 

guru, kepemimpinan teknologi, dan budaya organisasi. Institusi dengan dukungan kepemimpinan 

digital yang kuat cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengintegrasikan AI 

dibandingkan institusi yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Bukti empiris mengenai 

kesiapan institusi dapat dirangkum sebagai berikut: 
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Aspek Temuan Interpretasi 

Kompetensi pendidik Literasi AI guru masih beragam Membutuhkan program pelatihan 

berkelanjutan 

Infrastruktur digital Ketersediaan teknologi belum 

merata 

Menjadi hambatan implementasi 

kebijakan 

Kepemimpinan 

institusi 

Dukungan pimpinan 

menentukan arah penggunaan 

AI 

Faktor strategis dalam perubahan 

organisasi 

Table 2. Kesiapan Institusi Pendidikan dalam Implementasi AI 

Hubungan antara ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan AI tidak hanya 

berkaitan dengan kepemilikan perangkat teknologi. Institusi pendidikan yang memiliki infrastruktur 

memadai tetap dapat mengalami hambatan apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu 

menggunakan teknologi secara efektif. Sebaliknya, institusi dengan budaya inovasi yang kuat dapat 

mengoptimalkan teknologi meskipun menghadapi keterbatasan tertentu. Dengan demikian, kesiapan 

AI merupakan kombinasi antara kapasitas teknologi, manusia, dan organisasi. 

Penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori kesiapan organisasi (organizational readiness 

theory) yang dikembangkan Weiner (2009), bahwa keberhasilan perubahan organisasi dipengaruhi 

oleh kesiapan individu dan kolektif dalam menerima perubahan (Purwanto & Hermanto, 2023). Dalam 

konteks pendidikan, penerapan AI membutuhkan kesiapan guru, pimpinan sekolah, tenaga 

kependidikan, serta peserta didik. Selain itu, konsep kompetensi AI UNESCO (2024) memperlihatkan 

bahwa pendidik perlu memiliki kemampuan memahami AI, menggunakan AI secara pedagogis, dan 

mengevaluasi dampaknya terhadap pembelajaran. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan Harsanti dkk., (2025) 

bahwa kesiapan digital dan kepemimpinan memiliki hubungan kuat terhadap penerimaan AI oleh 

guru. Penelitian Junaidi dkk., (2026) juga menunjukkan bahwa guru Indonesia telah mulai 

menggunakan AI, namun masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan kesesuaian teknologi 

dengan kebutuhan kelas. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan memasukkan kesiapan 

institusi sebagai bagian dari analisis kebijakan, bukan hanya sebagai faktor pengguna individu. 

Permasalahan kesiapan institusi terjadi karena adanya ketimpangan kapasitas antarwilayah dan 

antarjenjang pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia memiliki variasi besar dalam akses internet, 

fasilitas digital, jumlah tenaga ahli, dan dukungan manajemen. Selain itu, implementasi AI 

membutuhkan perubahan budaya organisasi yang tidak dapat dilakukan hanya melalui penyediaan 

perangkat teknologi. Perubahan tersebut memerlukan strategi pengembangan kapasitas yang 

berkelanjutan agar AI dapat digunakan secara bermakna dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan kontribusi ilmiah berupa model analisis yang 

menghubungkan tiga elemen utama, yaitu regulasi, etika, dan kesiapan institusi sebagai fondasi 

implementasi AI pendidikan. Hubungan antara ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi AI pendidikan merupakan proses yang bersifat sistemik. Regulasi memberikan arah, 

etika memberikan batasan nilai, sedangkan kesiapan institusi menentukan kemampuan penerapan. 

Ketiga aspek tersebut saling memperkuat sehingga kelemahan salah satu aspek dapat menghambat 

keberhasilan keseluruhan sistem. 

Berdasarkan teori tata kelola teknologi dan kebijakan publik, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa AI dalam pendidikan perlu dipandang sebagai transformasi sosial, bukan sekadar inovasi 

teknologi. Keberhasilan AI pendidikan ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan dalam 

mengelola perubahan, membangun kapasitas manusia, dan menjaga nilai pendidikan. Perspektif ini 

memperkuat pandangan UNESCO bahwa teknologi pendidikan harus tetap berpusat pada manusia. 
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Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih 

komprehensif karena mengintegrasikan aspek kebijakan, etika, dan institusi secara bersamaan. Studi 

sebelumnya lebih banyak membahas penerimaan teknologi atau persepsi pengguna, sedangkan 

penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan AI pendidikan merupakan hasil interaksi antara 

struktur kebijakan dan kapasitas implementasi. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis kebijakan AI pendidikan 

Indonesia yang menggabungkan tiga dimensi utama: regulatory coherence, ethical governance, dan 

institutional readiness. Kerangka tersebut memberikan perspektif baru dalam memahami mengapa 

kebijakan AI yang telah tersedia belum selalu menghasilkan implementasi yang optimal pada tingkat 

institusi pendidikan. 

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan strategi kebijakan AI 

pendidikan yang lebih terintegrasi melalui penguatan regulasi, pengembangan kompetensi AI, 

penyusunan standar etika, serta peningkatan kesiapan institusi. Keterbatasan penelitian ini terletak 

pada penggunaan data kebijakan dan literatur yang belum sepenuhnya menggambarkan variasi 

implementasi di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui studi 

lapangan komparatif antarwilayah atau pengembangan model evaluasi kesiapan AI pada satuan 

pendidikan. 

E. Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia dalam menghadapi 

perkembangan artificial intelligence (AI) telah mengalami perkembangan melalui penyusunan 

regulasi, pedoman implementasi, dan penguatan prinsip penggunaan teknologi secara bertanggung 

jawab. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara arah kebijakan 

nasional dengan kesiapan implementasi di tingkat institusi pendidikan. Tantangan utama ditemukan 

pada tiga aspek, yaitu regulasi yang masih membutuhkan penguatan operasional, tata kelola etika 

yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik pendidikan, serta kesiapan institusi yang masih 

beragam dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan kapasitas organisasi. Dengan 

demikian, keberhasilan implementasi AI dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan 

teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola regulasi, etika, dan 

kesiapan kelembagaan secara terpadu. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan AI pendidikan di 

Indonesia perlu diarahkan pada penguatan regulasi yang lebih adaptif, penyusunan pedoman 

penggunaan AI yang jelas pada tingkat satuan pendidikan, peningkatan kompetensi AI bagi pendidik, 

serta pembangunan sistem tata kelola yang menjamin keamanan, transparansi, dan tanggung jawab 

penggunaan teknologi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan analisis 

kebijakan berbasis dokumen dan literatur, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi 

implementasi AI pada seluruh jenis dan wilayah institusi pendidikan. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan melalui studi empiris lapangan dengan melibatkan lebih banyak institusi 

pendidikan, analisis komparatif antarwilayah, serta pengembangan instrumen evaluasi kesiapan AI 

pada tingkat sekolah dan perguruan tinggi. 
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